
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUSDISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian

Mengingat : 1.

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Kepulauan Aru, perlu dibentuk Pedoman tentang
Penetapan Disiplin dan Penegakkan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 6 Tanun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan
Instruksi Menteri Nomor tentang Pedoman Teknis
Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan
Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019:

b.

ee
Pasal 18 ayat (6) U dark? Uhdarig Dasar Negara
Republik Indonesia Tatiun 1945,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular,

tIn

LI2.



. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3.

Nomor 4350),
. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang4.
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang5.

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063),
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236):

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

6.

7.

8.

9.
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485),
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang

Penanggulangan Wabah PenyakitMenular (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3447):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829):
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5542):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6487),
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193),

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 34),



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru.
Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai
kesadaran tentang apa yang ingin diketahui pemantauan berkadar
tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui
waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh
dari itu.
Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses
untuk menentukan nilai dari suatu hal.
Sanksi adalah tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa
orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang
(anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).
Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai
dan aturan dari satu generasi ke genarasi lainnya dalam sebuah
kelompok atau masyarakat.
Partisipasi adalah suatu keterlibatan mantal dan emosi serta fisik
peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang
melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung
pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
Subjek adalah bagian klausa yangmenandai apa yang dibicarakan oleh
pembicara.
Masker adalah kain penutup mulut dan hidung (seperti yang dipakai
oleh Dokter, Perawat di Rumah Sakit).
Kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat,
akan tetapi di antaramereka tidak berhubungan secara tetap.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi.
Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau
memudahkan Manusia dalammencapai tujuan tertentu.
Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung
atau tidak langsung segala jenis sarana.

5.

6.

7.

8.

9.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan
umum.
Protokol Kesehatan adalah upaya pencegahan dan pengendalian
COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek
perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam
perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta
masyarakat pengguna.
Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkatAPD adalah kelengkapan
yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja
untukmenjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekitarnya.
Interaksi Fisik (Psysical Distancing) adalah suatu hubungan antara dua
atau lebih individu Manusia, di mana kelakuan individu yang satu
mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang
lainnya atau sebaliknya.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS
adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran
pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong
diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam
aktifitas masyarakat.
Edukasi adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi diri yang ada pada peserta didik dan
mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik.
Media Informasi adalah alat untuk mengumpulkan dan menyusun
kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat
bagi penerima informasi.
Corona Virus Disease yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah
keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada Manusia dan
Hewan.
Disenfeksi Lingkungan adalah proses mengurangi jumlah kuman
(mikro organisme) pada lingkungan sekitar.
Deteksi Dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya
kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental
atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan
menggunakan metode perkembangan anak.
Teguran Lisan adalah teguran yang disampaikan langsung oleh si
penegur.
Teguran Tertulis adalah teguran yang diasmpaikan dengan cara ditulis
menjadi sebuah teks.
Denda Administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat Hukum
Publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai reaksi atas
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Norma
Hukum Administrasi Negara.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat
Foorkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di
Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi,
sanksi:
sosialisasi dan partisipasi, dan
pendanaan.

a.
b.
c.

e.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini
meliputi:
a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan,

menjaga jarak dan menghindari kerumunan),
b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan

dan pengunjung yang datang), dan
c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas

umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan
pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang meliputi:
a. bagi perorangan:

1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau
berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya:

2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air
mengalir,

3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan
4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab

tempatdan fasilitas umum :

1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi
untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai
pencegahan dan pengendalian COVID-19,



2)

3)

4)
5)
6)

7)

penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses
dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan
(hand sanitizer):
upaya identifikasi (penapisan). dan pemantauan kesehatan bagi
setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja,
upaya pengaturan jaga jarak,
pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala,
penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko
dalam penularan dan tertularnya COVID- 19, dan
fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran COVID- 19.

a

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Urnum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:
. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri,
. sekolah/institusi pendidikan lainnya,
. tempat ibadah,
. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara,

a.
b.
c.

transportasi umum,
toko, pasar modern dan pasar tradisional,

e.
£

. apotek dan toko obat,
. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran,
pedagang kaki lima/lapak jajanan,
perhotelan/penginapan yang sejenis,

1.

. tempat wisata,
fasilitas pelayanan kesehatan,1
.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanyam.
kerumunan massa: dan
tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol
kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Dinas atau Instansi terkait untuk melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

n.



BAB IV
SANKSI

Pasal 7

(1)Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan
dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berupa:
a. bagi perorangan :

1) teguran lisan atau teguran tertulis:
2) kerja sosial, dan
3)penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di

Kabupaten Kepulauan Aru.
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:

1) teguran lisan atau teguran tertulis:
2) penghentian sementara operasional usaha, dan

3) pencabutan ijin usaha.

(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berkoordinasi dengan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

(1) Bupati menugaskan Dinas yangmembidangi kesehatan untuk
melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan

pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan melibatkan Forum Koordinas Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
dan partisipasi serta peran serta:

masyarakat:
pemuka agama,
tokoh adat:
tokoh masyarakat, dan
unsur masyarakat lainnya.

a.
b.
c.
d.
e.



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru, Masyarakat umum dan Pelaku Usaha dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Aru dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku
selama masa pandemi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 14: Adugtus

Tono

7
BUPATI KEPULAUAN ARU,

/
,

—
nana |

JOHAN GONGA



. d

Diundangkan di
pada tanggal JH AGUSTUS IMO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Pul.
MO DJUMPA

/ —

1
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 7410 NOMOR (3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAN HAM

NOVY EDWIN M SOLISSA


